
PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PER{TIJRAN DAERAII I(ABUPATEN BUOL

NOMOR 15 TAHT]N 2OO9

. TENTANG
PROSEDI'R PEI\TYELENGGARAAN PENANAT{AN MODAL DAERAH

KABI]PATEN BUOL

DENGAITI RAIIIT{AT TTIHAI{ YANG II{AHA ESA

Menimbang

BIIPATT BUOL,

bahwa sebagai konselc\r'€nsi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah

berdasarkan prinsip otonomi da€rah, maktr pemerintah da€rah harus

berupaya mengggli sumber-sumber pendapatan dan potensi daerah guna

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksauaru pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan;

bahwa penyelenggaraan penanaman modal sebagai salah satu upaya

penggalian strmber-sumber pendapatan dan potensi da€rah, perlu dilakukan

secara terencana, terpadu dan t€rarah serA memperhatikan kondisi sosial

dan ekonomi masyaralrat linglangan hidup dan keterpaduan dengan tata

ruang wilayah;

bahwa prosedur penyelenggaraan p€nanaman modal da€fiah diselenggarakan

dalam mngka memberikrn jnminrn kepastian hukum sertr menciptakan

iklim investasi yang kondusif bagi penanam modal;

bahwa sebagaimana dimalcsud pada huruf a, huruf b dan huruf c t€nrbut

di atas, maka perlu mengatu tentang prosedtu penyelenggraan penanaman

modal dalapPeranrun Daerah Kabupaten Buol;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratran Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1960 Nomor

104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 20a\;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tfitang Huhm Acara Pidam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 te,ntang Pengelolaarr Linghmgan

Hidup (rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun r99z Nomor 6t,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3699);

b'.

J.

Mengingat
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4. Undang-Undang Nomor 51 Tatrw 1999 tentang Pembenhrkan IGbupaten

Buo[, Kabupaten Morowali dan lGbupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahrm 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimaua telah diubah deugan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang

Perubatun Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5l Tahun 1999

tentang Pembenttrkan lkbupate,n Buol, Kabupateir Morowali dan trkbupaten

Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indouesia Tahun 2fr)0

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 3966) ;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahau Lembaran Negara RepubtiklndonesiaNomor 4279) ;

6. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da€rah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatnrn 2004 Nomor 125, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437), sebagaimana telatr

diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undaug Nomor 12 Tahun

2008 bnang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tatrun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lerrbaran Negau Republik Indonesia

Talm 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Rcpubltk Indonesia

Nomor484a);

7. undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2007 Nomor 67,

Tarnbahan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor a726);

8. uudang-undang Nomor 26 Tahun 2007 teutatrg penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm zooT Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun l9t5 tentang

Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing;

10. Perattuan Pemerintah Nomor 38 Tatrun 20a7 tmtang pembagian Unrsan

Pemerintahan Antara Pemerlntab, Pemerintahan Daerah hovinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/trfuta (Leubaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republtk

IndonesiaNomor a737);

11. Keputusan Prcsiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Penrbahan Kedua Atas

Keputusan Presiden Republik trndouesiaNomor 97 Tahun 1993 tenfaug Tata

Cara Penananan Modal;
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Menetapkan :

12. Kepuusan Fresiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang

Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka, dengan Percyaraun Terrtentu

bagi Penanaman Modal (Lembaran Negura Tahrm 2000 Nomor 118);

13. Peraturan DaEreh Nomot 4 Tahun 2008 tenuug Pembentukan Struktur

organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Teknis Da€rah Ikbupaten Buol

(Lembaran Daerah lGbupate,n Buol Tahun 2008 Nomor 04);

Dengen PersetuJuan Berseme

DEWAI\t PERWAKIII\N RAKYAT DAERAH KABI'PATEN BUOL

Drn

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAII TE}ITANG PROSEDIJR

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH
I(ABT'PATEN BUOL

BAB I
KETENTUAI\I UMUM

Pasel 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.

2. Pemedntah Daerah adatah Bupati beserta Perauglcat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah lfubupaten Buol.

4- Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Ralcyat Da€rah Kabupaten

Buol.

Pemerintaban Daeratt adalsh Penyelenggnraan urusan Pemerlntah oleh pemerintah Da€rah
datr DPRD metrurut azas otonomi dan Tugas Pembmtuan dengun prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam slsterr Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirqal$ud dalam
Undaug-undang Dasar Republik Indonesia Tahun lg41.
Badsn Perencanaan Pe'rabangunan Daerah dan Penanaman Modal )ang selaqighya disebut
BAPPEDA dan Penanaman Modal addah menrpakan uusurpenunjary Tugas K€pala Da€rah

di bidang perencanaan pembangruran daerah dan penanaman modal.

Satuan Kerja Perangkat DaeratU yang selaqiutnya disebut SKPD adalah Satuau Kerja
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di
bidaug tertentu datam liugkup pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

5.

7.
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8. Penanaman Modal adalah segala b€ntuk kegiatan menanaln modal" baik oleh penanam modal

dalam negeri mauptm p€mffim modal asing untuk melalail<att usaha di wilaph Negara

Republik Indonesia

g. Pe,naranran Modd Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adahh kegiatan

menanarn modal unnrk melakukan usaha di wilayah negnra Republik Indonesia yang

dilakukau oleh penanam modal ddam negeri dengan m€nggtmskanmodal dalam rcg€ri.

10. Penanaman Modal Asing yang selaqiutrya disingkat PMA adalah kegiatan msnanam modal

untuk melakukan usaha di wilayah negan Republik Indonesia yang dilak*an oleh peuanart

modal asing baik yang menggrmakan modal asing se,penuhnya maupun yang berpatungan

denganperunam modal dalam negeri.

11. Penanam modal adalah penrcorangan afau badan usaha yang melakukan.penananan modal

- yang dapat benrpa penanam modal dahm negeri dan penanam modal asing.

12. Penanam modal dalanr negeri adalatt perseorangan warga Indonesia" badan usaha Indonesia,

Negara Republik Indonesia, atau da€rah yang melakukan penanaman modal di wilayah

negara Republik Indonesia

13. Penauaman modal asing adalah perseorurgafl warga uegara asing, bada[ usahr asiry,

dan/atau pemerintah asing yang melakukan peoanflnan modal di wilayah negara Republik

Indonesia

14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau beNftk lain yang bukan uang yang dimililC oleh

penauammodal yang mempunyai nilai ekonomis.

15. Modal aslng adalah modal yang dimiliki oleh negara asin& penporangan warga negara asirg,

dsn/auu badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimilki oleh pihak

asing.

16. Modal dalam negeri adllah modal yang dimilki oleh ne$ra Rcpublik Indonesia,

perseorangan warg negara Indonesia, atau badan usaha yang terbentuk badan hukum atau

tidak berbadan hulctun.

17. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang mertrpakan kesatuan baik

yang melakukan maupun yang tidsk melalarkan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komonditer, Perseioan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Da€rah dengan nftma dan dalam bentuk apapuq firma, kongsi, koperasi, dnna

pensiunan, persekutuan, an yayasan, orgsnisasi lembaga, bentgk uaha tetap

dar bentuk badan lainnya.

18. Pennohonan Penanaman Modal Banr adalah permohonan persehrjtran pe&urunan modal baik

PMDN mauplm PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon peuanam modal untuk

mendirikan dan menjalankan usaha banr.

19. Perssttduatr penanaluan modal f,ddsh persettrjuan frng diberikan dalam rangka pelaksanaan

penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip I Izrr- Usaha Se,melrtara

sampai dengan menrperoleh lzin Usaha Tetap.

:i
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le.rnnusaha Tetap izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan prodt*si

komersial baik prodlksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atJF Surat

persetgjgan Penanaman Modal png sebelumnya telah diperoleh perusahaan.

21. pe,luohonrn penrbatran Penanaman Modd adalah pe,mohonau penetqiuan atas perubuh!tr

ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditaapkan dalam p€rsetujuan peoanmso

modal sebelumnYa.

22. Laporan Kegiagn Penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai perkembangan

kegiatan prenisahaatr penanaman modal dalam b€ntuk dan tatacara sebagnimaua yang

dttetapkan.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Passl2

(1) Penanaman modal daerah diselenggarakan berdasarkan azas:

a Kepastianhukum;

b. Keterbulcaan;

c. Akuntabilitas;

d. Perlakuan yatrg sama;

e. Kebersamaan;

f. Efisiensi Keadilan;

- g.Berkelanjutan;

h. Benrawasan Lingkungan; dan

i. Kemandirian.

(2) Tujuau peuyelenggaraan penananan modal daeruh, antsra lain untuk:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Menciptakatl lapangan kerja dalam ranglo mengurangi angkapengangguran;

c. Mengurangi angka kemiskinan;

d. Meudorong pengembangan ekonomi kerakyatau; dau

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penanaman modal meliputi:

a. Sektor indusfii; dan

b. Sektor non indusui.
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BAB IU

IIAK, KEWAJIBAN DAI\I LARANGAII BAGI PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. Kepastian hukum dan perlindungan keamanan berusaha;

b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

c. Hak pelayanan;

d. Kemudahan dalam usaha meudapatkan lahatr dari masyarakat seperti pruses negosiasi,

identifikasi dan sosialisasi rencana penanaman modal; dan

e. Kemudatran dalam pengembangan usahb.

Pasal 5

Setiap penmam modal berkewajiban:

a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Da€rah ini

mauputr ketentuan peraturan perundang-uudaugan penaffimar modal serta ketentuan

p€raturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang penanaman modal;

b. Menerapkan prinsip ttfia kelola perusahaan yaug baik;

c. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

d. Menjaga kelestariau lingkungan hidup;

e. Menjamin terpentrhinya kewafiban atas Pungutan Negara maupun Pungutan Daerah" yang

ditetapkm sesuai dengan Peraturan penrndang-undangan yang berlaku;

f. Mengutamakan pemanfaatan ternga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang

tersedia;

g. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal

meughentikan atau meninggalkan kegiatan usahanya secara sepihak;

h. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praldik monopoli;

i. Menciptakan keselamata& kesehatar; kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;

j. Menghormati nadisi budayq 
"agama 

masyarakat di lokasi kegiatan usaha penanaman

modal; dan

k. Memiliki Kantor Pusat atau Cabang atau Perwakilan atau menunjuk Kuasa Penrsahaan di

daerah.

Pasel6

(l) Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan p€nanaman modal diwajibton

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang diisi secara lengkap dan benar

serta metrgganbarkan kondisi penanauuu modal yang sebenamya.

(2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan tembusan k€psda

DPRD secara periodik (tahunan).

l

l

l
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Pasal 7

Setiap penanam modal dilarang niembuka jenis usatra yang bertentangan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB TV

PERSYARATAI\I DAI\I PERIZINAI\I PENANAII{AN MODAL

Pesel 8

(l)Saiap orang pribadi atau badan f"g rf,r" melakukan kegidan penanaman modal damh

wajib mengajukan permohonan pensnaman modal kepada pemerintah da€rah

(2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Penauaman

Modal diatas keras bermaterai, dengan melampirlon:

a Profil lengkap perusahran;

b. Rekomendasi Tata Ruang Wilayatr Ifubupaten yang diterbitkan oleh SKPD ter*aiq

c. Perjanjian atrtara calon penanam modal dengan penilik lokasi yang dibuat dihadapan

Notaris setempaq dan

d. Prtofil bidaug usaha peuamnan modal yang akan dikelola dis€rtai dengan ltncara

kegiatan penanaman modal baik bemifat teknis maupun pembiayaan.

(3) Permohonan yaug telah memeilrhi pe$yarutan akan dibahss oleh Tim Koordinasi

Penanaman Modal rmtuk disetuJui, dan selaqiutnya aka'l dikeluarkan Surat Persenrjuan

Penanaman Modal oleh Bupati yaug merupakan izin phsip dar landasan awut bagi

perusahaan untuk mengurus izin-izin dari SKPD dan instansi teknis terkait

(4) Tau Cara dan Persyaratan Persetujuan Penananan Modf,l sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), diann lebih lar$ut dengan Pe,ratran Bupati.

Pagel9

(1) Pemohon yang telah memiliki $urat Pasetujuan Penanaman Modal sebagaimsna dimaksud

pada Pasal 8 ayat (3), wqiib mengurus perizinan pelaksanaan kepada SKPD tedeit sesuai

dengan bidang yang diizinkan dalam Surat Persetnjuan Penanaman Modrl tersebul

(2) Pedzinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benrpa l?in Usahs Tetap yang

merupakan perizinan untuk memulai kegiatan penanamar modal.

(3) Tata cara dan persyaratan perizinan pelalcsanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur

sesuai dengan ketentuan peraturatr pentndanpndangan ya[g b€daku

Pasel 10

(l)Apabila dalam pelaksanaan pensnaman modal terdapat perubahan baik benrpa bid?ng usaha

maupun lokasi, maka penanam'modal rvajib mengajukan permohonan kepada Brryati atau

Kepla Bappeda dan Penanaman Modal untuk memperoleh porsetujuatr penrbahru

penanamanmodal.

t,
I

I

I'l
1

l

I

l
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Q)Tats sara dao p€rsyaratan persetujuan perubatran penanaman modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diaff lebih lanJut dengan Peraturan Bupati

BAB V

IUASA BERLAKU PENANAI{AI\I MODAL

Pasel 11

(l) Masa berlaku penanaman modal ditetapkan paling lama 20 (dua pulqh) talun.
(2) Jika masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah berakhir, maka dapat

diperpanjang ddam 2 (dua) tahapan.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari tatrapan pertama dengan masa

berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan tahapan kedua dengan masa berlakg selafia 5 gima)

tahun.

(4) Taa cara dan persyarutan untuk peryaqiaryan masa berlaku per1gnaman modal ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB YI
KER.IASA},IA PENANAI{AN MODAL

PASAL 12

(1) Dalam pelaksanaan penanaman modal menyangkut tanah hak mililq penanam modal hanrs
melakukan kerjasama dengan pemilik hak atas tanah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkatr dalam perjanjian, yulg
sekurang-kurangnya memuat:

a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

b. Hak dan kepemilikan tanah yang dipe{anjikan dan tidak boleh dipindah tqngankf,n;

c' Jangka waknr kerjasama selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selarna
sesuai dengan ketentuan yang berlakuf

d. Priorius bagi penanam modal untuk perluasan usalranya;

e. Pembagian hasil antara peruo'am modal dan pemilik; dan

f. Penegasan bahwa setelah kesepakatan b€rakhir tanah yang dipedqiitnn diserahkan
kepada pemiliknya.

(3) Pemanfaatan tanah hak milik untuk kepentingan penanaman modal, harus me4iamin
kesinambrmgan asset tersebut.

BAB VN

PENGENDALHN PENANAMAN MODAL

PASAL 13

Pengendaliau pelaksanaan p€nanaman modal dilakukan deugan cara;
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a. Pemantauan yary dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan waluasi data

pelalca6tan peffinawm modsl utrtuk memp€roleh mssukau utrtuk kegiatafl pembinaan dan

pengawas:m;

b. Pembinaan yang dilakukan dengan cara:

L Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penanam modal yang telgh memperoleh

persetujuan Penanaman modal; dan

2. Memberikan bantuan dan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam

modal.

c. Pengawasan yang dilakukan dengan cara:

l. Melakukan evaluasi dan penettiar etas laporen dan informasi t€nt8ng adsnya

penyimpangan/pelanggaran dalam pelaksanaan penanaman modal;

2. Me,ngadakan perneriksaan langsung ke lokasi penanauun modal; dan

3. Menindaklar{uti penyimpangar/pelanggaran pelaksanaan p€nanaman modal sesuai

ketentuan yang berlaku.

BABVIII

KETENTUAT\I SAIYKSI

Pasrl 14

Pelanggaran terhadap ket€ntuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi

sebagai berikut:

a- Peringatan tertulis sebauyak-banyaknya 3 (tiga) kali;

b. Pembatalan lzin; dan

c, Pencabutsn lzin.

Pasal 15

Sanksi paingstan tertulis diberikau apabila penanam modal dalarn wsktu 3 @ulan) sejak

dit€rbitkannya Persetujuan Penanaman Modal belum melakukan kegiatan operasional dan/atau

melakukan pelanggaran terhadap keterrtuatr yang berlaku

Pasal 16

(1) Pmbahlan pe$e{ujuan persetujuan penaffiman modal dapat dilakukan dengan/aEu tenFa

permohonan dari pihak penanam modal,

(2) Pembatalaa persetujusn sebagaimaoa dinaksud pada ayat (l) dilalarkan apabila:

a Penanam modal pindah lokasi keluar daerah; dan

b. Peuauam modal membatalkan persetujuan penanaman uodalnya-

(3) Pembatalan persetujuan penananan modal tanpa permohonan dari peiranam modal

dilakulon apabila:

9
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operasional; dan

b. Terbqkti adauya pemalsuan dokumen peluohomr penguamsn modal

Pasal 17

(1) pencabgtan persetujuan penanaman modal dapat dilalalkan dengan/atau tanpa permohonan

dari pihak penanam modal.

(Z) pencabutau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan 4pabila:

a. Adanya pengalihan seluruh as€t penanam modal;

b. Adanya pembubartn (ikuidasi) petusahaan;

s. psnanam modal pindah lokasi keluardaerah;

d. Adanya Penggabungan (Merger) dengan perusahaan lain; dan

e. Adanya permohonan dari pihak Penanam modal.

(3) pembatalan persetujuan penanaman modal tanpa adanya permohonan dari penanam modal

dilakukan apabila terdapat pelanggaran oleh pihak penanam modal.

(4) Pelanggaran sebagaimrna dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a Pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam persetujuan penannman modal dan/atau

ketentuan perizinan lainnYa;

b. Terbukti adanya pemalsuan dolcumen permohonan peftrmllran modal;

c. Meuyalatrgunakan fasititas peuauaman modal yaug telah dibedkau; dan

d. Tidak memenutri kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

BAB D(

PERLINDT'NGAI\I HT]KI]M

Pasal 18

(l) Setiap orang yang kepentingannya dirugikan akibat tindakar pemerintah daerah dalam

mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan berkenaan dengan pcrizinan dalam

Peraturan Daerah ini, maupun tindakan yang berupa pengenaan sarksi bagi pelanggar dapat

mengajukan keberatan kepada Bupati.

(2) Bupati dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat peffrohonan keberatan diajukarl

wajib mengeluarkan keputusan berkenaan dengan keberatan tersebul

- (3) Keputusan Bupati berkeman dengan keberatan merupakan keputusau adminisnasi tertinggi

di daerah dan mempunyai kekuatan hukun untuk dilaksanakan.

(4) Jilta teilggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah beraktrir tanpa ada keputusan

Bupati, maka s@ara hukum Bupati telah dianggap melakukan penolakan terhadap keberatan

yaug diajukan.

l0

\



BABX

KETENTUAN PIDAI\A

Pasal 19

(l)BanngsiapayangmelanggartertadapketentuanPasalEayat(1)'Pasal9ayat0)datrPasal

l0 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6

(euam) bulan atau denrta setinggi-tinggrnya Rp. 50.000.000,- oina puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran

BAB XI

KETENTUAN PEIYYIDIKAI{

Pasal20

(l) Penyidikan rerhadap pelanggaran sebagaimana dinaksud pada Pasal 20 dilaksanakgn oleh

Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewerumg khusus sebagai

penyrdik.

(2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (l) adalah ;

a- Menerima laporan dan pengaduau dari seseorary tent$g adarya tindaL pelangg$an;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan

pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa t".da pengenal diri ters&gkS

d. Melakukan penyitaan benda drn atau sura!

e. Mengambil sidik jari dan memotret ses€orang;

f. Memauggil otaug untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersaugka

alau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaau

perkara;

j. Menghentikan penyidikan; dan

k melakulcan tindakan lain menurut hukum yang depat dip€rtanggungiawabkan.

(3) Peuyidik s€bagrimaru dimaksud pdds ayal (1) memberitahukaa dimulainya peuyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada p€nuntut umum sesuai ketentuatr yang

di atur dalam undang - Undang Nomor g rahun lggl tentang Hukum Acara pfulana"

BAB )ilI
KETTNTUANPERALIEAN

Pasal 2l
(1) Bagi penanam modal yang telah memperoleh perizinan untuk melakukan kegiatan usaha

penanaman modal sebelum ditetapkannya peraturan Daerah ini, tetap bertaku sampai dengan
berakhirnya perjanjian tersebut serta wajib menyesuaikan dengan keteutqan pasal 5 da[
Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

ll



j

I
,I

e)gry penanam modal yang sedang dalam proses untuk memperoleh pertdnsn dan belum

mendapat penetujuan sebelum ditetaplcannya Peraturan Daeratr ini, wajib me'nyesuaikan

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini-

Pasal 22

Pada saat Peratgran Daerah ini berlaku" semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

perizinan penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum

diatru dalam Peraturan Daerah ini.

BAB )OII

KETENTUAN PEI\TUTTJP

Pesal 23

Hal-hal yang belum diahr dalam Peraturan Daerah ini, sepaqiang teknis pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pesal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap oftng mengetahuinya, menrerintahkan pengundangan Peraturao Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
padatanggal l8 Agustus 2009

LEMBARAN DAERAH I(ABT]PATEN BUOL TAIIT'N 2OO9 NOMOR 15

MACHMT'D BACULU
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PENJELASANT

ATAS

PERATURAN I}AERAII KABIJPATEN BUOL

NOMOR 15 TAIIUN 2OO9

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAI{ PENANAMAN MODAL DAT'RAII

KABUPATENBUOL

UMTJM

DenganadBryaotoDomidaerahEakada€rahdiberikankevlenanggtryanglrrasuutuk

mengurus dan mengatur selunrtr urusan pemerintahannya dalam rangka memp€rc€pat

terwuju&lya kesejahteraan masyar"kot melalui peningkatan pelsyana& pemberdayaan dan

p€rans€rtamasyarakat.Pemberiankewerrangantersebutjugameircakupaspekpenanaman

modal sebagai upaya pemrnfaatan sumbet daya alam drn sunber daye lainnya yang

bernrjuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah menempatkan

daerahyangmeliputiProvinsit|arrKabupaten/Kotasebagaibagianyangiffegraldantidak

dapat terpisahkan dari sistem Negara Kesanran Republik Indonesia Demikian pula unrsan

p€n4[rmarl modal yang juga terbagi dalam nrang lbgkup kewenangan PeB€rintah Pusat

Provinsi serta KabuPatenA(ota-

Kewenangan Daerah Kabupaten adalah menyelenggarakan urusatr penanaman modal

yaDg ruang lingkupnya berada dalam wilayah Kabupaten tersebut. Penyelenggaraan

penEnamm modal daerah adalah bertujuan antara laitr unnrk meniagkatkan pertumbuha[

ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka

pengangguran, mengurangi angka kemiskina4 mendorong pengembangan ekonomi

kerakyatan serta meningkatkan kesejatrteraan masyarakaf Be*aitan dengan pengurangan

angka peugauggunn dan kemiskinan bukan saja meujadi prioriuu peretrcasaan

pembangunan nasional akan tetapi juga menjadi prioritas perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Buol sebagaimana tertuang dalam strategi prioritas dalam perencanaan jaogka

menengah daerah Kabupaten Buol (RPJMD). Dalam kerangka itulah, naka

penyeleuggaraan Penanauatr modal baik PMDN maupun PMA diarattkatr uffik dapt

memanfaatkan tenaga keda dari masyarakat setempat sebagai salah satu kewajiban dari

p€npnarl modal. Selsitr itu putq pelaksanaan tmggutrg jawab sosial perusahaan sebagai

salah satu fungsi penrsahaa4 yaitu bahwa dengan adanya perusahaan penenam modal

diharapkan mampu untuk memberikaa kesejahteraau bagi linghugannya, delnm bal ini

masyarakat sekitar lokasi p€rusahaan tersebut dalam wujud program Bina Sosial. Namun

demikian, penyelenggaraan penananun modal juga pulu diarahkan untuk dapat meujaga

l3
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Pasal 2

AYat (1)

Hunrf a

Yang dinaksud dengan 'azas kepastian buhm" adalah azas yang

meletakkanhukumdanketentuanp€returanperundaog-rmdangansebagat

tlasardalamtstslankebijakEnmauFmaplilosipen'yelenggaraan

Penanaman modal'

Hurufb

Yang dimaksud dengan "azas kaerbukaan" adalah azas yang terbuka

terhadap hlk masyarakat untuk memperoleh infomcasi yang benar' jujur,

dan tidak diskriminatif tentang kegiaun penmaman modal

Hurufc

Yang dimaksud deng arrt"azas akuntabilitas" adalah azas yang menentukan

bahwa setiap kegiaratr dan hasil dari penyelenggaraan peoaoaman modal

harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "azas perlakuan yang samd' adalah azas

perlakuan pelayanan nondikriminatif tahadap penaram modal baik

PMDNmaupunPMA

Hurufe

Yang dimaksud dengan "azas kebersamaao" adalah azas yang mendorong

peran seluruh penamm modql secara bersama-sama dalam kegiaran

usatranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Huruff

Yang dimaksud dengan "azas efisiensi keadilan" adalah azas yang

mendasari penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeaditan

dalam usaha untuk mewujudkan iklim ussha yang adil, kondusif dan

berdaya saing

Huruf g

Yang dimaksud dengan "azas berkelanjutan' adaleh azrq yang secara

terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui

pensnanau modal uutuk menjamin kesejahteraal dan kem4juqn dalaur

segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan dating

Huruf h

Yang rlim6ls5ud dengan ..azas berwawasan lingkungan adalah azes

pelaunun modal yang dilahrkan dengan teup meupertatikan dan

mengutamakan perlindungan dan poneliharaan lingkungan hidup

Huruf i

l5



1"' Yang dimaksud dengan "a?sskemandirian" adslah azas pensnalnso modal

yangdilaktrkandengantetapmengedepankanpotensibangsadengantidak

menutup diri pada masuknya modat asing demi tenrujudnya p€rhmbuhan

ekonomi.

Ayat (2)

CukuP Jelas

Pasal 3

C\tkuP Jelas

Pasal 4

Huruf a

C\rlnrp Jelas

Cukup Jelas

C\kup Jelas

pemerintah Daerah menfasilitasi proses bagi penanam modal untuk memperoleh

lahan dari masyarakat baik dalam bentuk negosiasi, identifikasi maupun

sosialisasi r€ncana penanilnan modal

Cukup Jelas

Hrtruf b

Huruf c

Hurufd

Hrruf e

Pasal 5

Huuf a

Ketentuan peraturan perurdangundangan yang berkaitan dengan penanannn

modal antffa tain meliputi ketentuan tentang ketenagakerjaan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Tanggung jawab sosial perusatuan sebagai salah satu fitugsi perusahaan adalatr

bukan hanya kepada pemilik modal dan konsrmen, nrunun juga mer$angkau

kepada Pemerintah Daerah, masyarakat setempat dantenaga kerja

Hurufd

Cukup Jelas

{
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Hunrfe 
yang dimaksud 

..pungutan Negara,, adarah meliputi pajak Negar+ sedarykatr

PungutarrDa€rahmeliputiPajakDa€rahdanRetribusiDaerahyangditetapkan

sesuaidenganperaturratrpenrudang.rrrndanganyangberlaku

Huruf f
CrrktrP Jelas

Huruf g

C\rkuP jetas

I{uruf h

CukuP Jelas

Huruf i
C\rkrrP Jelas

Huruf j
CukuP jelas

Huruf k

C\rkuP Jelas

Pasal6

AYat (1)

Gambarankondisipensnamanmodalyangsebe'narnyaadalshmeliputi

perkembangan terkini kegiatan penEname modal yang telah dan rencana kegiatan

yangakarrdilalarkantermasukhagrbatarrdanpermasalahanyangdihadapipihak

Perusahaan Penauam modal

Ayat (2)

C\rkuP Jelas

Pasal 7

CukuP Jelas

Pasal 8

C\rkuP Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasat l0

C\tkup Jeks

Pasal I I

. Cukup Jelas

,
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Pasal 12

CukuP Jelas

Pasal 13

Huruf a

PemantauandilakukandenganmembandingkanhasilLaporarrKegiaan

PenanarnanModalsecalaberkatadenganmouitoringlnngsun$kelapanganuntuk

melihat Perkembangan Perusahaan

Huruf b

CukuP Jelas

Htruf c

- CukuP Jelas

Pasal 14

CtrkuP Jelas

Pasal 15

CrrkuP Jelas

Pasal 16

CukuP Jelas

Pasal 17

CukuP Jelas

Pasal l8

Cukup Jelas

Pasal 19

C\tkup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal2l

C\tkup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

C\rkup Jclas

Pasal 24

Cukup Jelas
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